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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

t

BUPATI MUSI BANYUASIN,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, periu untuk
lebih menckankan pada prinsip - prinsip domokrasi, peran serta
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi
daerah;

bahwa untuk mewadahi dinamika perkembangan organisasi dan
pelayanan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan
berhasilnya pembangunan, maka dipandang perlu  untuk
menyesuaikan organisasi dan tata kerja perangkat daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menctapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan
Organisasi Sekretariai Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 teatang Pembentukan
Daerah Tingkat {I dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan I.embaran Negara Nomor 4389).

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4535);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
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Dengar persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH XABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas -
luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republix
Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang - undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebaga:
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah;

Otonomi Daerah adalah Hak Wewenang dan Kewajiban Daera>
Otonom untuk mengatur dan mengurus sendidri urusan pemerintah
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang - undangan;

Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kkesatuzn
masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah »an:
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dar
Kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendir
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesaiuz=
Republik Indonesia;

Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah s
Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daeraz,

Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretzrra:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin:

Pengertian :
- RKA adalah Rencana Kerja Anggaran ;



283

- SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah ;

- DPA adalah Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran ;
- SPM adalah Surat Perintah Membayar ;

- SPMU adalah Surat Perintah Membayar Uang

BAB II
KEDUDWUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan unsur
staf pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

(2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, administrasi
organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Pasal 4

Untv!: wnenyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah
ini Sekretaris Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten;

b. Penyelenggaraan Administrasi Pernerintah;

c. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur,. Keuangan,Prasarana dan
Sarana Pemerintahan Daerah Kabupaten;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas fungsinya.

BAB 1II
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
Pasal 5§

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Bidang K etataprajaan (Asisten I);
c. Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra (Asisten II);
d. Bagian : ‘
1. Bagian Tata Pernerintahan,;
. Bagian Hukum;
. Bagian Organisasi;
. Bagian Hubungan Masyarakat;
. Bagian Protokol;
. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
. Bagian Umum dan Pengadaan;
. Bagian Pemberdayaan Perempuan;
. Bagian Keuangan

D00 AWN

Pasal 6 ..... veeeree
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Pasal 6

Asisten Bidang Ketataprajaan (Asisten 1) membawahi :
a. Bagian Taia Pemerintahan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Taia Pomenniahan Umum,
2. Sub Bagian Perangkat Dacrah;
3. Sub Bagian Pengembangan Wilayah,
4. Sub Bagian Saiana dan Prasarana Fisik.
b. Bagian Hukum, ierduis dari :
1. Sub Bagian Peratiurarn: Perundang - undangan;
2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
3. Sub Bagian Dokumenwst Hukum;
c. Bagian Ovgamsasi, terdin dari ¢
1. Sub Bagian Kelomnbagaan:
2. Sub Bagien foiate faks riaa
3. Sub Bagian “nalisa Japaiun dun Beban Kernja;
4  Sub Bagias Kepeyasaiar
d. Bagian Humas terdizi dast
1. Sub Bagian Pengumnulas intormasi;
2. Sub Bagiar Pemberitaan
3. Sub Bagian Dokumentasi
e. Bagian Protoko!, terdiri dasi .
1. Sub Bagian UUmum dan Perjalanan Dinas;
2. Sub Bagian Tata Acara dan Protokuler;
3. Sub Bagian Perghubung Antar Lembaga

Pasal 7

Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesra (Asisten
membawahi :

a. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
2. Sub Bagian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Sub Bagian Perusahaan, SDA dan Energi;
4. Sub Bagian Perizinan.
b. Bagian Umum dan Pengadaan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Tata {Jsaha Pimpinan ;
2. Sub Bagian Ruinah Tangga;
3. Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Barang;

11,
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¢. Bagian Pemb~rdayaan Perempuan , terdiri dari :
+. Sub Bagian Data dan Informasi;

2. Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dan
Organisasi Wanita;

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
d. Bagian Keuangan. terdiri dari :
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pengeluaran SPMU;
2. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
3. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 8

Bagan sStruktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah
ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB1IV
TATA KERJA
Pidsal 9

Asisten sebagaimana tersebut dalam pasal 5 huruf “b dan c “ berada
dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1). Asisten Ketataprajaan (Asisten I), mempunyai tugas melakukan
ceinbinaan penyelenggaraan pemerintahan dan
mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang - undangan,
melaksanakan dan membina organisasi dan ketatalaksanakan
administrasi Keprotokolan dan Kehumasan;

(2). Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini
Asisten Ketataprajaan, mempunyai fungsi :

a. Merumuskan bahan kebijaksanaan penyusunan program dan
petunjuk  teknis serta  memantau  penyelenggaraan
pemerintahan;

b. Melaksanakan  koordinasi kegiatan  penyelenggaraan
pemerintahan;

c. Melaksanakan koordinasi dalam Pemberdayaan Masyarakat
Desa; «

d. Menyusun bahan kebijaksanaan dan koordinasi perumusan
peraturan perundang - undang;

e. Melaksanakan koordinasi penyusunan dan petunjuk teknis
pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan administrasi serta
prosedur kerja;

f. Melaksanakan urusan keprotokolan;
g. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan hubungan
antar lembaga.

Pasal 11 ...........
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Pasal 11

(1) Bagian Tata Pemeriniahan, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan program dan petunjuk  teknis  pembinaan
penyelenggaraan pemerintahan umum, Pembinaan Perangkat
Daerah di Kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan
kelurahan, pembinaan perangkat kelurahan, pemekaran desa dan
penyelenggaraan pengembangan wilayah dan penentuan batas;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas seperti pada ayat (1) pasal ini

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkan bahan pembinaan keordinasi Perangkat Dacrah
Kabupaten dan Kecamatsn dalain  menyclenggarakan
pemerintahan dan penyusunan rencana program dan petunjuk
teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan;

b. Mengumpulkan bahar dan menganalisa data serta memberikan
pertimbangan dalam rangka Pembinaan Perangkat Kecamatan
dan Kelurahan;

c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinazan administrasi penveienggaraan pemerintahan;

d. Mengumpulkan bahan penyusonan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan, pengembangan, periggabungan wilayah serta
Pengembangan Wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Desa /
Kelurahan.

Pagal i2

(1) Sub Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyusunan pedoman dun petunjuk teknis pembinaan
penyelenggaraan pamerintahan dan penataan perangkat daerah dan
kecamatan serta peningkatan sumber pendapatan daerah;

(2) Sub Bagian Perangkat Daerah, mempunysi tugas mengumpuikan
dan mengolah bahan pembinaan, pencalonan, pengusulan.
pengangkatan dan pemberhentian perangkat daerah di kecamatan:

(3) Sub Bagian Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintsbhzn
Kabupaten, K ecamatan dan Kelurahan;

(4) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Fisik, mempunva. T__i:
menyiapkan lahan untuk lokasi bagi kepentingan pembts
fisik untuk pemerintah dan swasta, menginventarizs, ==
pengamanan terhadap lIzhan yang telah dibebasz=r _--.:
kepentingan pemerintah dan memprogramkan pembeboza- =-i-
sesuai dengan kebutuhan.

Pasai 13

(1) Bagian Hukum, mempunyai tugas =i e oo a L
mengkoordinasikan perumusan peraturay Ter_lat. - T LT IE
telaahan hukum, memberikan bantan kil o~ —z—= - 2 oi”
dan mendokumentasikan produk hukum:

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersszi 222 - - - <. . -
Bagian Hukum, mempunyai fungs:

tw
[
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a. Mengkoordinasikan rumusan Peraturan Dacrah dan Keputusan
Bupati Kepala Daerah;

b. Menelaah dan mengevaiuasi pelaksanakan  Peraturan
Perundang -undangan dan menyiapkan bahan rancangan
Peraturan Daerah;

¢. Menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada
semua unsur Pemerintah Daerah atas masalabh hukum yang
timbul dalam melaksanakan tugasnya;

d. Menghimpun Peraturan Perundang - undangan, melakukan
publikasi produk hukum dan melakukan dokumentasi hukum.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang - undangan, mempunyai tugas
mengkoordinasikan perumusan rancangan peraturan  perundang -
undangan, menelaah dan mengevaluas: peiaksanasnnyva;

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum. mempunyai tugas meagumpalkan
bahan dalam penyelecsaian masalah hukum dan pelayanan bantuan
hukum;

(3) Sub Bagian Dokumentasi Hukurn, mempunyai tugas melakukan
dokumentasi dan publikasi produk - produk hukum, menertibkan
lembaran daerah serta mengatur penyebaran Dokumentasi Hukum,

Pasal 15

(1) Bagian Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan administrasi dan prosedur kerja, pembinaan
Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), pengolahan data dan
pengolahan  administrasi  kepegawaian dalam  lingkungan
Sekretariat Daerah;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

a. Mengumpulkan dan mengola data serta menyiapkan bahan
pembinaan dan penataan kelembagaan;

b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja,
metode kerja, dan prosedur kerja;

¢. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;

d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) serta
mengola dan mengembangkan administrasi kepegawaian dalam
lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 16

(1) Sub Bagian Kelembagaan, mempunyai tugas mengumpuikan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk pembinaan dan penataan
organisasi perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah;

(2) Sub Bagian .........
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(2) Sub Bagian Ketatalaksanaan, mempunyai tugas mengumpulkan
bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
penataan sistem, metode, Kketatalaksanaan administrasi dan
prosedur kerja serta Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN);

(3) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja, mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan sistem Analisa Jabatan dan Perhitungan Beban Kerja;

(4) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan administrasi
kepegawaian dalam lingkungan Sekretriat Daerah.

Pasai 17

( ) Bagian Hubungan Masyarakat (HUMAS), mcmpunyai tugas
melaksanakan pembinaan hubungan kemasyarakatan guna
memperjelas kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah;

(2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bagian
Hubungan Masyarakat (Humas), mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat;

b. Melaksanakan hubungan antara Pemerintzah Daerah dengan
masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk
memperjelaskan kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah:

c. Melaksanakan Inventarisasi dan dokumeniasi serta distribusi
bahan - bahan penerbitan;

d. Melakukan pembuatan dan penyiapan dokumentasi yang
berkaitan dengan Pemerintahan Daerah.

Pasai 18

(1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi, mempunyai tugas
mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk bahan kebijakan
Pimpinan Pemerintah Daerah, dan melakukan rekaman, penyajian
data dan pameran;

(2) Sub Bagian Pemberitaan, mempunyai tugas melakukan
pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik
guna memperjelas kebijakan Pimpinan Pemerintah Daerah serta
mendistribusikan bahan - bahan penerbitan;

(3) Sub Bagian Dokumnetasi, mempunyai tugas melakukan
pembuatan dan penyimpanan dokumentasi yang berkaitan dengan
Pemerintahan dapat berupa data arsip, gambar, suara dan film.

Pasal 19

(1) Bagian Protokol, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan protokol yang
meliputi penghormatan, perlakuan dan pengaturan kepada
sescorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam
Pemerintahan dan Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) pasal ini, Bagian
Protokol, mempunyai fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten di
Bidang Keprotokolan;
b. Melaksanakan ..........
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. Melaksanakan pengaturan protokoler terhadap Pimpinan

Pemerintahan  Kabupaten yang meliputi  pemberian
penghormatan, perlakuan, dan pengaturan dalam suatu acara
resmi, upacara atau urusan kedinasan lainnya sesuai jabatan
dan/atau kedudukan dalam pemerintahan dan masyarakat;

. Melaksanakan pengaturan acara - acara resmi dan upacara yang

diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;

. Menciptakan keseragaman, kelancaran,keamanan dan

ketertiban, serta kekhidmatan yang disertai dengan
kelengkapan dan periengkapan yang memadai dalam
penyelenggaraan acara - acara resmi atau upacara sesuai
kemampuan dan satu tujuan penyelenggara acara;

. Pelaksanaan urusan penyiapan anggaran perjalanan dinas dan

surat perintah perjalanan dinas bagi Pimpinan Pemecrintaj
Kabupaten Musi Banyuasin;

Melaksanakan pengaturan tata hubungan atau tata pergaulan
antara Pimpinan Pemerintah Kabupaten dengan Lembaga
Pemerintahan, Swasta,dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang
ada kaitannya dengan kegiatan Pimpinan Pemerintah
Kabupaten Muis Banyuasin;

. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ‘atasan sesuai

dengan tugas dan fungsi berdasarkan dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 20

Sub Bagian Tata Acara dan Protokol, mempunyai tugas :

a.

b.

g

e

. Melaksanakan pengaturan protokoler berkenan dengan =iz

- Membagi tugas pada bawahannya sesuai dengan bidany 1o zas.
- Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran migas.
. Menilai kinerja bawahan sebagai bahan pembinzan dan

Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian sebagai
pedoman melaksanakan tugas;

Mencatat, mengadakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan
acara-acara, upacara, resepsi, pelantikan, rapat
dinas,audiensi,kunjungan kerja dan pertemuan -pertemuan
lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin,

. Menyusun agenda kegiatan dan pelaksanaan acara hanan

pimpinan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

. Mengatur dan menghubungi pendamping pimpinan dalam

menerima audiensi dan kegiatan - kegiatan lainnya;

tempat, tata upacara dan tata penghormatan bagi Peis
Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam suatu acara res—:

dan/atau upacara dilingkungan Pemerintah Kabupaten f.s.
Banyuasin;

. Melaksanakan  pendistribusian  benda-benda  kenzro:v

(souvenir) resmi Pemerintah Kabupaten Musi Banyusasin pzi:-
acara-acara resmi dan upacara dilingkungan Pemerinizh
Kabupaten Musi Banyuasin;

1

pengembangan karier;
Menyusun pelaporan pelaksanaan tugas;

- Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesua:

dengan bidang tugas peraturan perundang - undangan vang
berlaku.

(2) Sub Bagian ...........
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(2) Sub Bagian Umum dan Perjalanan Dinas, mempunyai tugas :

3

.

2).

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian sebagai

pcdoman melaksanakan tugas;

b. Melaksanakan urusan rumah tangga, tata usaha surat menyurat
meliputi pengagendaan surat masuk / kcluar, pendistribusian,
dan pengarsipan;

. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;

. Melaksanakan urusan administrasi Kepegawaian;

. Melaksanakan urusan administrasi Perjalanan Dinas;
Melaksanakan urusanan pengadaan dan pemeliharaan barang
inventaris dan kebutuhan kantor;

. Melaksanakan wurusan  umum lainnya yang  tidak
diselenggarakan Sub Bagian lainnya:

. Membagi tugas pada bawahannya sesuai dengan bidang tugas;
Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tugas;
Menilai kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan
pengembangan karier;

. Menyusun laporan berkaitan dengan bidang tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

"o Ao

Sl (o

-

Sub Bagian Penghubung Antar Lembaga, mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian sebagai
pedoman melaksanakan tugas;

b. Melaksanakan urusan penjalinan kerjasama dengan lembaga
pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan berkaitan
dengan pelaksanaan pengaturan protokol bagi pimpinan
pemerintah kabupaten sehingga memperoleh kemudahan dalam
melaksanakan tugas;

¢. Melaksanakan urusan pelayanan penerimaan tamu - tamu
Negara, tamu - tamu daerah, dan perwakilan Negara sahabat,
yang meliputi pengaturan akomodasi, pengamanan acara dan
perjalanan tamu - tamu tersebut;

d. Melaksanakan urusan penerimaan penghargaan dan tanda
kehormatan kepada pimpinan pemerintah kabupaten;

€. Melaksanakan urusan penyampaian upacara selamal atau
pernyataan bela sungkawa dari pimpinan pemerintah
kabupaten,;

Menyusun laporan pelaksanaan tugas;

- Membagi tugas pada bawahannya sesuai dengan bidang tugas;

- Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan peraturan perundang - undangan yang
berlaku.

=l = B

Pasal 21

Asisten Administrasi Umum dan Kesra (Asisten I1), mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, pembinaan
perekonomian daerah, Umum dan Pengadaan, Peningkatan
Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan;

Untuk menyelenggarakan tugas seperti tersebut, Asisten
Administrasi Umum dan Kesra, mempunyai fungsi :

a. Mengkoordinasikan .............
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a. Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis
pembinaan dan pengendalian pembangunan  daerah,
pembangunan antar daerah, antar sekior;

b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis
pembinaan  dibidang  peningkatan produk  pertanian,
peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan,
industri, pertambangan dan energi, pariwisata, koperasi,
perusahaan dan peternakan daerah dan transportasi:

¢. Mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis
pembinaan pemberian bantuan Jdan pelayanan di bidang
keschatan masyarakat, ketenagakerjaan dan transmigrasi.

d. Mengkoordinir penyusunan program dan  petunjuk  teknis
pembinaan dibidang agama, pendidikzn dan kebudayaan;

e. Meclaksanakan urusan rumsh tangga, umum dan pengadaan;

f. Meclaksanakan pembinaan yang berhuburgan  dengan
perumusan kebijakan pembangunan dan pengendalian;

g. Mengkoordinasikan  dalam  peningkatar  pemberdayaan
perempuan dalam pernbangunan peran wanita.

Pasal 22

Bagian Perekonomian dan Kesejanieraan Kakyal. mempunyai
tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan  penyusunan
pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor
perkembangan dibidang administrasi pembangunan, pembinaan
sarana perekonomian dan peningkatan produksi serta memantau
pemberian bantuan dan perkembangan kesejahteraan rakyat;

Untuk menyelenggarakan tugas wersebut pada ayat (1) pasal ini,

Bagian Perekonomian dan Kcsejahteraan Rakyat, mempunyai

fungsi :

a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan dibidang administrasi pembangunandan
Kesejahteraan Rakyat;

b. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan dibidang produksi pertanian, industri,
pertambangan dan energi serta kepariwisataan;

c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan dibidang perkoperasian dan perkreditan dan
permodalan;

d. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis dibidang perusahaan dan perbankan daerah;

e. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan transportssi dan komunikasi;

f. Mengumpulkan dan mengelola data serta menyiapkan saran -
saran dan pertimbangan dalam peningkatan administrasi
pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

FPasal 23

Sub Bagian Perekonomian Rakyat, mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan peningkatan dibidang produksi pertanian,
peternakan, perikanan, perkebunan, industri dan transportasi;

(2) Sub Bagian ...........



@)

3

4

(1)

2

1

@

€))

292

Sub Bagian Pembangunan dan Kescjahteraan Rakyat, mempunyai
tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan, mengumpulkan dan mengola data serta
menyiapkan saran - saran dan pertimbangan dalam peningkatan
dibidang pembangunan dan kesejahteraan rakyat, serta
pengendalian administrasi pembangunan;

Sub Bagian Perusahaan, SDA dan Energi, mempunyai tugas
mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan pctunjuk tcknis
pembinaan dibidang produk pertambangan, cnergi dan
pengembangan kepariwisatzan serta perusahaan dan perbankan
daerah;

Sub Bagian Perizinan, mempunyai tugas mengumpulkan bahan
penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban
dan legalitas perizinan.

Pasal 24

Bagian Umum dan Pengadaan. mempunyvai fugas pokok
melakukan pembinaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga
serta melaksanakan penyusunan program kebutuhan perbekalan
dan pengclolaan pengadaan membina administrasi pengadaan dan
materiil;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayvat (1) pasal ini,
Bagian Umum dan Pengadaan, mempunyai fungsi :

Melakukan kegiatan tata usaha Pimpinan dan Umum;

. Melakukan urusan rumah tangga secretariat;

Melakukan urusan perjalanan dinas pimpinan:

. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan
perbekalan;

Melakukan pengadaan perlengkapan dan perbekalan:
Mendistribusikan perlengkapan dan perbekalan;

. Melakukan administrasi pengadaan.

oo

® o

Pasal 25

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan
urusan Tata Usaha Pimpinan Daerah dan Tata Usaha Umum;

Sub Bagian Rumah Tangga, mempunyai tugas melakukan urusan
rumah tangga yang meliputi pelayanan angkutan dan perawatan
kendaraan dinas, akomodasi dan ruangan, rumah jabatan serta
memelihara kebersihan kantor dan perkarangan;

Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Barang,
mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan rencana
kebutuhan perlengkapan dan perbekalan Pemerintah Daerah dan
mengumpulkan bahan informasi, melakukan tender dan
pembelian, perlengkapan dan perbekalan serta pendistribusian
pada Sekretariat Daerah;

Pasal 26...........
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Pasal 26

(1} Bagan Pemberdayaan Perempuan, mempunyai tugas
melaksanakan kebijaksanaan Pemerintahan Dacrah dalam bidang
pembangunan peranan wanita yang mencakup pembcerdayaan,
kesetaraan daa keadilan, HAM wanita dan kelembagaan yang
mendukung kemajuan wanita;

(2) Untuk Menvelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,
Bagian Pemberdayaan Perempuan, mempunyat fungsi :

a. Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah  dibidang
perpbangunan peranan wanita;

b. Menyusun  program  dan  melaksanakan  program  rintisan
pemnberdaysan  perempuan, organisasinya dan  aktivitas
lanjuy;

¢. Meningkatkan  partisipasi  masyarakat termasuk  upaya
kemampuan kelembagaan pengelola kemajuan wanita;

d Mengevaluasi pelaksanaan  program  dan  melakukan
pernantauan seria mengkaji berbagi dampak pembangunan
wihmdap peranan wanita menuju kesetaraan dan keadilan
term gk pelaporan.

Pasal 27

(1} Sub Bagian Data dan Informasi, mempunyai tugas mengumpulkan
dau mengelola data serta melaksanakan urusan fata usaha bagian;

{2) Sub Bagian Pcinberdayaan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dan
Organisasi Wanita, mempunyai tugas melaksanakan program
rintisan peranan wanita, oganisasinya dan aktifitas lanjut serta
peningkatan partisipasi masyarakat termasuk penyebarluasan
informasi pembangunan peranan wanita;

(3) Sub Bagiun Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan
cvaluasi, perencaraan dan pemantauan pelaksanaan program scria
mengkaji dampak pembangunan terhadap upaya mewujudkan
kesetaraan dan keadilan, termasuk laporan.

Pasal 28

(1) Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan dan
mentatausahakan administrasi keuangan Sekretariat Daerah,
menyusun RKA dan DPA SKPD Sekretariat Daerah, melakukan
verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban Bendahara
Sekretariat serta membuat laporan keuangan SKPD Sekretariat
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal ini, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin mempunyai fungsi :

a. Menvusun RKA-SKPD;

b. Menyusun DPA-SKPD;

¢. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
penibayaran;

f. Melaksanakan .........
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Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

Menandatangani SPM;

Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab

SKPD yang dipimpinnya,

j- Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang
menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;

k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya;

1. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran / pengguna
barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
kepala daerah; dan

n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kcepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah.

~E R

Pasal 29

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pengeluaran SPMU,, mempunyai
tugas menyusun dan mengajukan RKA dan DPA SKPD
Sekretariat Daerah, meneliti SPP dan kelengkapan sebagai dasar
penerbitan SPM dan menerbitkan SPM,;

(2) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan, mempunyai melakukan
venifikasi terhadap bertanggungjawab keuangan di Sckretariat
Daerah, melakukan pembukuan secara sistematis terhadap
transaksi keuangan Sekretariat Daerah, membuat laporan realisasi
anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

(3) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan, mempunyai tugas
melakukan penjurnalan terhadap transaksi keuangan berdasarkan
dari pembukuan, , menyusun laporan keuangan SKPD Sekretariat
Daerah yang terdiri dari :

a. Laporan Realisasi;
b. Neraca SKPD Sekretariat Daerah;
c. Catatan terhadap laporan keuangan.

BAB V

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 30

(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan
unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten;

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten dipimpin oleh
seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan
DPRD melalui ketua DPRD dan secara administratif dibina oleh
Sekretaris Daerah Kabupaten.
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Pasal 31

Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten, mempunyai
tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD
Kabupaten.

Pasal 32

Untuk menyclenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 31
Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten mempunyai fungsi :

a.

Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama,
mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh
penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerabh;

Perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengelola,
menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha
mengelola dan membina kepegawaian, keuangan dan'pembekalan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat -
rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Fasilitas rapat anggota DPRD Kabupaten;

Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota
DPRD Kabupaten;

Pengelolaan tata usaha DPRD Kabupaten.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 33

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin, terdiri dari :

a.
b.

Sekretaris Dewan;

Bagian Risalah dan Persidangan, terdiri dari :
1. Sub Bagian Risalah dan Rapat;

2. Sub Bagian Komisi dan Fraksi;

3. Sub bagian Panitia Khusus.

Bagian Umum, Humas dan Protokol terdiri dari :
1. Sub Bagian Arsip dan Perlengkapan,;

2. Sub Bagian Kepegawaian;

3. Sub Bagian Pemberitaan dan Penerbitan;

4. Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas.

Bagian Keuangan terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Keuangan;
2. Sub Bagian Anggaran;

3. Sub Bagian Kas dan Pembukuan.

BAB VH ..........
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BAB V11
TATA KERJA
Pasal 34

Bagian Risalah dan Persidangan, mempunyai tugas menyiapkan
penyelenggaraan Rapat - rapat Paripurna, Rapat - rapat Komisi,
Rapat - rapat Fraksi, Rapat - rapat Panitia Khusus dan Rapat -
rapat lainnya, dan menyelenggarakan pembuatan Risalah -risalah

. rapat;

@)

M

@

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini,

Bagian Risalah dan Persidangan, mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan pembuatan risalah rapat - rapat Dcwan
Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Mengkoordinir  seluruh  kegiatan = Kasubbag dibawah
kewenangan bagian risalah dan persidangan;

c. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait mengenai jadwal
rapat, peserta rapat, pokok bahasan rapat, perlengkapan rapat
dan hasil - hasil rapat; ,

d. Melaksanakan tugas - tugas lain pada Sekretariat DPRD, yang
ditugaskan oleh yang berwenang memberi tugas sejauh tidak
mengganggu pelaksanaan tugas pokok.

Pasgal 35

Sub Bagian Risalah Rapat, mempunyai tugas menyiapkan naskah
- naskah yan berkaitan dengan pelaksanaan rapat paripurna,
menyiapkan ruangan dan segalah peralatan lainnya tempat
melaksanakan rapat paripurna, menyiapkan kebutuhan akomodasi
dan konsumsi selama rangkaian rapat puripurna, memberikan
pelayanan administrasi dan membuat catatan -catatan yang
dianggap perlu mengenai jalannya paripurna, menghimpun dan
menata naskah - naskah hasil rapat paripurna, melaksanakan tugas
-tugas lain pada Sekretriat DPRD yang ditugaskan oieh yang
berwenang memberi tugas sejauh tidak mengganggu tugas pokok;

Sub Bagian Komisi dan Fraksi, mempunyai tugas
menyelenggarakan sebagia tugas Sekretariat DPRD yang
berkaitan dengan Sekretariat Komisi dan Sckretariat Fraksi, yang
meliputi menata dan menyampaiakn naskah - naskah yang
diterima guna menjadi pokok bahasan komisi - komisi dan atau
fraksi - fraksi, memelihara dan menata ruangan dan segala
peralatan lainnya agar komisi - komisi dan atau frakasi - fraksi
dapat melaksanakan tugas dan atau fungsinya secara optimal,
memberikan pelayanan administratif mengcnai terselenggaranya
tugas komisi - komisi dan atau fraksi - fraksi, menyiapkan
kebutuhan akomodasi dan konsumsi selama berlangsung rapat,
rarapt -rapat komisi - komisi dan atau fraksi -fraksi, menghimpun
dan menata naskah - naskah hasil rapat komisi - komisi dan atau
fraksi - raksi, melaksanakan tugas - tugas lain pada Sekretariat
DPRD, yang ditugaskan oleh yang berwcnang memberi tugas,
sejauh tidak mengganggu tugas pokok;

(3) Sub Bagian ..........
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Sub Bagian Panitia Khusus, mempunyai tugas meclaksanakan
berbagai kegiatan untuk menunjang terselenggaranya sebagian
tugas Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan rapat -rapat
panitia, yang meliputi menata dan menyampaiakn naskah - naskah
yang diterima, yang dapat menjadi pokok bahasan komisi - komist
dan atau fraksi - raksi, memelihara dan menata ruangan dan segala
peralatan lain, agar komisi - komisi dan atau fraksi - raksi dapat
melaksanakan tugas dan atau fungsinya secara optimal, memberi
pelayanan administratif, mengenai (erselenggaranya tugas komisi
- komisi dan atau fraksi - fraksi, menyiapkan kebutuhan
akomodasi dan konsumsi selama berlangsung rapat - rapat komisi
- komisi dan atau fraksi - freksi, menghimpun dan menata naskah
- naskah hasil rapat komisi - komisi dan atau fraksi - fraksi,
melaksanakan tugas - tugas lain pada Sekretariat DPRD, yang
ditugaskan oleh yang berwenang memberi tugas, sejauh tidak
menggangu tugas pokok.

Pasal 36

Bagian Umwum, Humas dan Protokol, mempunyai tugas
Penyelenggaraan Administrasi, Perjalanan Dinas Pimpinan dan
Urusan Rumah Tangga serta Tata Tempat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini
Bagian Umum, Humas dan Protokol, mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan berbagai kegiatan, untuk terselenggaranya
pengelolaan  kearsipan dan  perlengkapan, administrasi
kepegawaian, pengelolaan pemberitaan dan penerbitan DPRD
serta keprotokolan dan perjalanan dinas bagi anggota DPRD
dan Seckretariat DPRD;

b. Mengkoordinir  seluruh  kegiatan  kasubbag  dibawah
kewenangan Kepala Bagian Umum, Humas dan Protokol;

¢. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait, mengenai kearsipan,
perlengkapan, administrasi kepegawaian, pengelola
pemberitaan, dan penerbitan;

d. Menyiapkan rencana perjalanan dinas pimpinan dan anggota -
anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

e. Melakukan urusan rumah tangga jabatan dan gedung - gedung
Dewan Perwakilan Rakyat;

f. Mengurus Kendaraan Dinas dan barang - barang lainnya dan

melakukan keamanan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Pasal 37 ..............
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Pasal 37

Sub Bagian Arsip dan Perlengkapan, mempunyai tugas
melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang
terselenggaranya scbagian tugas Sekretariat DPRD dibidang
kearsipan dan perlengkapan dalam rangka memberikan pelayanan
administratif terhadap DPRD yang meliputi mencatat seluruh
surat - surat masuk maupun keluar melalui Sekretariat DPRD,
meneruskan, mendistribusikan, menyimpan menurut norma
kearsipan dan tata naskah dinas yang berlaku, memelihara
perlengkapan, menyiapkan perlengkapan dalam rangka
menunjang kegiatan Sekretariat dan DPRD, menyelenggarakan
administrasi pengelolaan barang -barang perlengkapan, sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, melaksanakan tugas - tugas lain
pada Seckretariat DPRD, yang ditugaskan oleh yang berwenang
memberi tugas, sejauh tidak mengganggu pelaksanaan tugas
pokok;

Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan
berbagai kegiatan untuk menunjang terselenggaranya sebagian
tugas Sekretariat DPRD dibidang Kepegawaian dalam rangka
memberikan pelayanan administratif terhadap DPRD, yang
meliputi menyelenggarakan administrasi mengenai anggota -
anggota DPRD, menyelenggarakan administrasi mengenai PNS
dilingkungan Sekretariat DPRD, dan Pegawai Honor yang
bertugas pada Sekretariat DPRD, menyimpan naskah - naskah,
dokumen - dokumen yang berkaitan dengan anggota DPRD, PNS
dan Pegawai Honor, melaksanakan tugas - tugas lain pada
Sekretariat DPRD, yang ditugaskan oleh yang berwenang
memberi tugas, sejauh tidak mengganggu pelaksanaan tugas
pokok;

Sub Bagian Pemberitaan dan Penerbitan, mempunyai tugas
melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang
terselenggaranya sebagian tugas Sekretriat DPRD dibidang
pemberitaan dan penerbitan dalam rangka pelayanan administratif
terhadap DPRD, yang meliputi menghimpun data mengenai
kegiatan DPRD yang dapat dipublikasikan menyusun naskah
untuk publikasi dan penerbitan, melaksanakan tugas - tugas lain
pada Sekretariat DPRD, yang ditugaskan oleh yang berwenang
memberi tugas, sejauh tidak mengganggu pelaksanakan tugas
pokok;

Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas, mempunyai tugas
melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang
terselenggaranya sebagian tugas Sekretariat DPRD dibidang
Keprotokolan dan Perjalanan Dinas dalam rangka memberikan
pelayanan administratif terhadap DPRD, yang meliputi
menyelenggarakan administratif keprotokolan bagi anggota
DPRD, menyelenggarakan administrasi perjalanan dinas bagi
anggota DPRD, melaksanakan tugas - tugas lain pada Sekretariat
DPRD, yang ditugaskan oleh yang berwenang memberi tugas,
sejauh tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok.

Pasal 38 cceeevervvnneen
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Pasal 38

Bagian Keuangan, mempunyai tugas Menyiapkan Perencanaan
Anggaran Pengeluaran dan Laporan Keuangan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Untuk meenyelenggarakan tugas terschut pada ayat (1) pasal ini,

Bagian Keuangan, mempunyai fungs:

a. Mengkoordinir  scluruh  kegiatan  kasubbag  dibawah
Kewenangan Bagian Keuangan:

b. Koordinasi dengan  berbagai  pihak  terkait  mengenai
administrasi keuangan., anggaran serta urufan kas dan
pembukuan;

¢c. Merencanakan Auggaran Penpeluaran  Sekretariat  Dewan
Perwakilan Rakyat Daeran;

d. Mengarus Keuvangan ursuk keperhuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

e. Mengurus Laporan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah;

f. Melaksanakan tugas - tugas lain pada Sekretariat DPRD, yang
ditugaskan oleh yang berwenang memberi tugas, wejauh tidak
ERZIANgd polai: anadn «yraes nokcdl

Pasel 39

Sub  PBagian Admimstrasi  Keuangan, menipunyai  tugas
melaksanakan brrbagai kzgiatan untuk menunjang
terselenggaranja sebagian tugas Sekretactat DPRD  dibidang
Administrasi Keuangan dalam iangka memberikan pelayanan
administratif {erhadap DPRD, vang meliputi mengelola dan
menata naskab - naskah yang berkaitan dengan keuangan pada
Sekretariat DPRD, mengelola surat - surat masuk maupun keluar
yang berkaitan dengan keuanngan, melaksarakan tugas - tugas lain
pada Sekretariat DPRD, yang ditugaskan oleh vang berwenang
membern tugas, sejauh tidak mengganggu pelaksanaan tugas
pokok;

Sub Bagian Anggaran, mempunyai tugas melaksanakan berbagai
kegiatan uniuk menunjang (crselenggaranya scbagian tugas
Sekretariat DPRD dibidang Administrasi Keuangan dalam rangka
memberikan pelayanan administrasi keuangan terhadap DPRD,
yang meliputi menyiapkan mnaskah - naskah rencana anggaran
belanja Sekretariat DPRD dan DPRD, melaksanakan tugas - tugas
lain pada Sekretariat DPRD, vyang ditugaskan oleh yang
berwenang memberi tugas, sejauh tidak mengganggu pelaksanaan
tugas pokok;

Sub Bagian Kas dan Pembukuan, mempunyai tugas melaksanakan
berbagai kegiatan untuk menunjang terselenggaranya sebagian
tugas Sekretariat DPRD dibidang Administrasi Keuangan dalam
rangka memberikan pelayanan administratif terhadap DPRD,
yang meliputi menyelenggarakan pencatatan mengenai
pengelolaan kas dan pembukuan, menyiapkan laporan - laporan
yang berkaitan dengan pengelolaan kas dan pembukuan pada
Sekretariat DPRD, melaksanakan tugas - tugas lain pada
Sekretariat DPRD, yang ditugaskan oleh yang berwenang
memberi tugas, sejauh tidak mengganggu pelaksanaan tugas
pokok.

BAB VIl ............
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BAB VII
ESELONERING
Pasai 40

(1) Esclonering pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :
a. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Jabatan Eselon 11/a ;
b. Asisten Sekretariat Daerah adalah Jabatan Eselon II/b ;
c. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon I11/a ;
d. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon I'V/a.

(2) Eselonering pada Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah sebagai berikut ;

a. Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon IU/b ;
b. Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon I1}/a ;
¢. Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon 1V/a.

Pasal 41

Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin dimaksud mempunyai
tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin sesuai dengan bidangnya masing-masing.

BAB VI1I
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Jo. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Jo.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan pcnempatannya dalam
Lembaran Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 24 April 2007

USI BANYUASIN,

Diundangkan di S¢kayu
pada tanggal 24 Ape 2007

i

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR 23
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